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Kitamengenal apayang dinamakan kebebasan pers. Kebebasan persitu sendiri tidak bersifat mutlak. Salah
satu pembatasnya adalah kode etik jurnalistik. Pasal-pasal dalam kode etik jurnalistik merupakan saringan
bagi kebebasan pers. Dengan begitu, perstidak dapat menyajikan berita sebebas-bebasnya. Ada suatu
pedoman yang harus dijadikan pegangan, yang harus dihormati agar beritanya tidak melampaui batas-batas
yang telah ditetapkan dalam kode etik jurnalistik. Dengan mematuhi kode etik jurnalistik misalnya,
pemberitaan di media massa diharapkan tidak menghukum seseorang bersalah atau tidak.

Di Indonesia belum terdapat peraturan yang mengatur tentang trial by the press. Padahal, pemberitaan yang
sudah "memvonis" seseorang tersangka dilihat dari sudut tata negara sudah merupakan trial by the press,
karena sudah merupakan perusakan sistem ketatanegaraan (Logman, 1994:10).

Dalam suatu negara hukum, dilarang main hakim sendiri (Eigenrichting). Karenaitu, tindakan pers yang
"memvonis’ tersangka padahal hakim belum menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,
merupakan pelanggaran terhadap fungsi kekuasaan kehakiman. Seharusnya kekuasaan kehakiman yang
menentukan kesalahan seseorang tersangka, tidak boleh dipengaruhi kekuasaan apapun termasuk media
massa. K ekuasaan kehakiman harus bebas.

Menurut Padmo Wahyono (dalam Logman, 1994:10), trial by the press dapat dilihat dari duasisi, yakni pers
yang bebas menghakimi seseorang. Jadi ada suatu pertentangan dengan kebebasan seseorang dan pers yang
bebas ikut campur atau mempengaruhi kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Dalam hal sisi yang pertama bila dikaitkan dengan Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, maka kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
Karenaitu, tidak ada pemberian kekuasaan di luar kehakiman dalam menghakimi seseorang. Jadi,
penghakiman oleh pers merupakan perbuatan yang melanggar konstitusi.

Sedangkan sisi yang kedua, hakim yang profesional dalam kariernyatidak akan terpengaruh oleh tanggapan
pers yang bebas. Bila pemberitaan pers sampal mempengaruhi jalannya suatu proses peradilan, maka hal itu
merupakan masalah yang sifatnya konstitusional. Karena di satu pihak kebebasan pers harus dihormati, di
lain pihak kebebasan pers jangan sampai menghakimi tersangka (jangan sampai terjadi trial by the press).

Di beberapa negara, bila sampai terjadi penghakiman oleh pers, maka media massa tersebut diberi sanksi
dengan dasar telah melakukan contempt of court (kejahatan terhadap proses peradilan). Ini berarti, media
massa tersebut dianggap telah melakukan trial by the press dan harus mempertanggungjawabkannya melal ui
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peradilan.



